
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1999  

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1999 

TENTANG 
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : bahwa untuk menampung aspirasi yang berkembang di Dewan 

Perwakilan Rakyat dipandang perlu untuk mengubah ketentuan Pasal 7, 
8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999; 

 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 
      2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai 

dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906); 

      3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3041); 

      4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1); 

      5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri 
Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG 
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI 
POLITIK. 

 
Pasal I 

 
Mengubah ketentuan Pasal 7, 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi 
Anggota Partai Politik, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 
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"Pasal 7 
 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan atau pengurus 
partai politik pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, maka 
keanggotaan dan atau kepengurusan yang bersangkutan hapus secara 
otomatis. 

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila 
tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai  politik, 
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya 
Peraturan Pemerintah ini harus mengajukan permohonan melalui 
atasan langsung dan apabila diizinkan maka yang bersangkutan 
melepaskan jabatan negeri. 

(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
yang melepaskan jabatan negeri berlaku ketentuan Pasal 8. 

(4) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
yang tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, apabila 
dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (2) tidak 
mengajukan permohonan melalui atasan langsung diberhentikan 
tidak dengan hormat. 

 
Pasal 8 

 
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai 
politik diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu 
sebesar gaji pokok terakhir selama satu tahun. 

 
Pasal 9 

 
(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dari jabatan negeri 

karena keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik, 
dapat diaktifkan kembali dalam jabatan negeri apabila ia melepaskan 
keanggotaan dan atau kepengurusannya. 

(2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 
dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 8 berakhir. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


